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Abstract

The public perception research on persons with disabilities was carried out in Kupang City, East Nusa Tenggara
Jfor 7 months, from June to December 2018. Determination of respondents’samples used a purposive sampling technique,
as many as 51 people. The analysis used primary data and secondary data. Data were analyzed descriptively qualitatively
and quantitatively using a frequency distribution table. The results showed that public perceptions on persons with
disabilities in Kupang City were: 1) People who experienced biomedical, social and bio-psychosocial discrimination and
stereotyping; 2) The city government did not pay as much attention to persons with disabilities as the public assumption
that public facilities, government policies and services had not been friendly to people with disabilities yet; (3) The
existence of persons with disabilities needed to be protected. The government needed to make friendly and inclusive
policies for people with disabilities and to implement protection, empowerment of persons with disabilities and to fulfill
their human rights as a commitment.

Keywords: perception; disability; Kupang.
Abstrak

Penelitian persepsi publik terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan di Kota Kupang Nusa, Tenggara Timur
selama 7 bulan, yakni mulai bulan Juni hingga Desember 2018. Penentuan sampel responden menggunakan teknik
purposive sampling, sebanyak 51 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis
secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang adalah: 1) Orang yang mengalami diskriminasi dan
stereotype secara biomedis, sosial, dan biopsikososial; 2) Pemerintah kota kurang memperhatikan penyandang disabilitas
sebagaimana anggapan publik bahwa fasilitas, kebijakan dan pelayanan pemerintah belum ramah bagi disabilitas; (3)
Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang ramah dan inklusif bagi
penyandang disabilitas serta melaksanakan perlindungan, pemberdayaan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak
asasi manusia sebagai sebuah komitmen.

Kata Kunci: persepsi; disabilitas; Kota Kupang
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A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang
melekat pada semua manusia, termasuk se-
orang penyandang disabilitas. Penyandang di-
sa-bilitas menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2011 Tentang Pengesahan Covention On
the Right of Person with Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat me-
nemui hambatan yang menyulitkan untuk ber-
partisipasi penuh dan efektif berdasarkan per-
samaan hak. Pemenuhan hak-hak tersebut tentu
tidak bisa dilepaskan dari kewajiban pemerin-
tah, seperti tertuang dalam Pasal 281 UUD 1945
bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-
jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengatakan
bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemu-
dahan dan perlakukan khusus untuk memper-
oleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan. Namun da-
lam implementasi kebijakan, penyandang disa-
bilitas masih diperlakukan diskriminatif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi im-
plementasi kebijakan adalah persepsi. Persepsi
menjadi indikator utama dalam keberpihakan
kebijakan yang ramah disabilitas. Persepsi me-
rupakan tindakan menyusun, mengenali, dan
menafsirkan informasi sensoris guna memberi-
kan gambaran dan pemahaman tentang ling-
kungan disekitarnya sebagai hasil stimulasi
pancaindera sebagai pembentukan pembelaja-
ran, ingatan, harapan, dan perhatian (Riwukore
dan Habaora, 2019; Riwukore et al., 20192%),
Allensky dan Mashur (2017) menyatakan bah-
wa disabilitas dan persepsi masyarakat ada-
lah dua hal yang saling berkaitan tetapi beda.
Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda
terhadap disabilitas yang berada disekitar me-
reka. Umumnya masyarakat menganggap jika
keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu
hal yang merepotkan. Ada yang menganggap
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keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang
masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang
pada akhirnya semakin memojokkan disabilitas
dari pergaulan masyarakat. Dalam perkem-
bangan berikutnya, pandangan masyarakat
terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu
yang harus mereka kasihani dan mereka to-
long. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok
yang dianggap kurang mampu dan membutuh-
kan bantuan. Selain itu penyandang disabilitas
menghadapi kesulitan yang lebih besar diban-
dingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan
hambatan dalam mengakses layanan umum,
seperti akses dalam hal ketenagakerjaan, pen-
didikan, dan kesehatan. Kecacatan seharusnya
tidak menjadi halangan bagi penyandang disa-
bilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak
mempertahankan kehidupannya (Latuconsina,
2014; Setyaningsih dan Gutama, 2016; Syafi’ie,
2017; Poerwanti, 2017). Dengan demikian pe-
nyandang disabilitas mengalami diskriminasi
dari status mereka secara biomedis, sosial, dan
biopsikososial.

Keberpihakan pemerintah secara konstitu-
sional pun masih belum maksimal keterpenuh-
an terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
Hal ini bisa dikaji dari keberpihakan pemerin-
tah untuk menyediakan fasilitas yang ramah
disabilitas, kebijakan yang berpektif disabilitas,
dan pelayanan yang ramah disabilitas. Jamal et
al. (2017) menyatakan bahwa pada tataran rea-
lita para penyandang disabilitas masih sering
mendapat perlakuan diskriminasi dan stigma
negatif dari beberapa pihak, salah satunya ada-
lah pemerintah. Pemerintah masih lemah dalam
menerapkan keberpihakan pemerintah terhadap
penyandang disabilitas melaui standar dan tu-
juan yang jelas, sumber daya yang baik dan
benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara
berkominikasi dan menjalin hubungan antar
pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, dis-
posisi serta pengaruh lingkungan sosial dan
ekonominya (Ningsih, 2014; Allensky dan
Mashur, 2017; Kusumaningrum et al. 2017).

Eksistensi penyandang disabilitas dalam
melakukan aktivitas sehari-hari pun sering me-
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ngalami ketidakadilan dalam mengakses haknya
sebagai warga negara. Eksistensi penyandang
disabilitas masih belum meratanya pelaksanaan
pelayanan publik khususnya untuk penyandang
disabilitas fisik (Winurini, 2011; Marwan-
dianto, 2018; Andriani, 2018). Faktor penyebab
diskriminasi terhadap eksistensi penyandang
disabilitas dikarenakan ketidakpatuhan pihak-
pihak serta ketidaktahuan pihak-pihak menge-
nai adanya aturan tentang hak bagi penyandang
disabilitas (Latuconsina, 2014; Lestari et al.
2017; Shaleh, 2018).

Kota Kupang merupakan wilayah otonomi
yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang
memiliki jumlah penyandang disabilitas yang
cukup tinggi. Penyandang disabilitas di NTT
mencapai 36.600 orang dan kurang lebih 10%
dari penyandang tersebut berada dan bertempat
tinggal di Kota Kupang. Penelitian ini dilaku-
kan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi
publik terhadap penyandang disabilitas di Kota
Kupang. Hasil penelitian ini diharapkan da-
pat menjadi rekomendasi terhadap pemerintah
daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab
untuk menghasilkan kebijakan ramah disabili-
tas untuk mencegah dan mengobati dampak
diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

B. Penggunaan Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 7 bulan,
yaitu bulan Juni-Desember 2018. Penentuan
sampel responden menggunakan teknik purpo-
sive sampling, yaitu teknik untuk menentukan
sampel penelitian dengan beberapa pertim-
bangan tertentu yang bertujuan agar data yang
diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Su-
giyono, 2010), dengan pertimbangan penyebar-
an kelurahan di Kota Kupang, sebanyak 51 kelu-
rahan. Responden diambil secara acak pada se-
tiap kelurahan di Kota Kupang sebanyak satu
orang yang telah memenuhi salah satu kriteria
sebagai berikut: (1) pernah bertemu atau se-
ring bertemu dengan salah seorang penyandang

disabilitas, dan atau merupakan penyandang
disabilitas itu sendiri, (2) memiliki kemampuan
analisis terhadap infrastruktur existing peme-
rintah yang ramah disabilitas karena terlibat
langsung dalam kerja-kerja yang berhubung-
an dengan disabilitas, (3) bersedia menanda-
tangani surat pernyataan jujur dalam memberi
keterangan, (4) pernah membantu penyandang
disabilitas dalam aktivitas sehari-hari selama 2
tahun terakhir; (5) pernah berkunjung ke layan-
an pemerintah seperti rumah sakit, sekolah-
sekolah, taman rekreasi dalam 1 tahun terakhir.
Berdasarkan teknik ini maka responden dalam
penelitian ini sebanyak 51 orang, yang terdiri
atas responden dengan status penyandang disa-
bilitas sebanyak 21 orang, pengambil kebijakan
(Kepala Satuan Perangkat Daerah Kota Kupang)
sebanyak 6 orang, dan masyarakat sebanyak
24 orang sehingga total responden menjadi 51
orang. Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
menggunakan teknik wawancara menggunakan
kuisioner, dan data sekunder diperoleh menggu-
nakan teknik dokumentasi yang diperoleh dari
internet, laporan statistik, jurnal dan dokumen
lain yang relevan. Data yang diperoleh kemu-
dian dianalisis secara deskriptif (kualitatif dan
kuantitatif) berdasarkan pengelompokkan, pe-
nyederhanaan, dan penyajian data seperti peng-
gunaan tabel distribusi frekuensi dan pengukur-
an dengan menggunakan skala likert. Skala
likert merupakan teknik pengukuran metodologi
untuk mengetahui sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang keja-
dian atau gejala sosial. Penggunaan skala likert
ini menghubungkan variabel yang akan diukur
dengan dijabarkan menjadi indikator-indikator
yang dapat diukur. Variabel yang diamati dalam
penelitian ini adalah persepsi publik dengan pa-
rameter yang diukur adalah status menyandang
disabilitas, kebijakan pemerintah daerah untuk
disabilitas, dan eksistensi penyandang disabili-
tas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Ta-
bel 1.
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Tabel 1.
Variabel dan indikator pengukuran variabel penelitian
Variabel Subvariabel Indikator
Persepsi Hambatan menyandang disabilitas - Biomedis
- Sosial
- Biopsikosial
Pemkot memperhatikan penyandang disabilitas - Fasilitas Pemkot ramah disabilitas

- Kebijakan Pemkot ramah disabilitas
- Pelayanan Pemkot ramah disabilitas

Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi - Kepentingan disabilitas urgen

- Penguatan kapasitas disabilitas
- Perlindungan penyandang disabilitas
- Kebijakan Pemkot berbasis inklusi

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk
pernyataan atau dukungan sikap yang diung-
kapkan dengan kata-kata yang dikategorikan

sebagai berikut:

a. Sangat setuju (5)

b. Setuju (4)

c. Cukup setuju (3)

d. Tidak setuju (2)

e. Sangat tidak setuju (1)

Pengukuran setiap indikator penelitian di-
lakukan dengan menggunakan asumsi dasar in-
terval kelas dan rentang kelas sebagai berikut:

Dengan asumsi dasar interval kelas dan
rentang kelas tersebut dapat dibuat kategori se-
bagai berikut.

Nilai maksimal = Skor tertinggi x jumlah sam-
pel x jumlah pertanyaan

Nilai minimal = Skor terendah x jumlah sampel
X jumlah pertanyaan

Rentang kelas = Jumlah nilai tertinggi - Jumlah
nilai terendah / Jumlah Skor

Tabel 2.
Kategori dan rentang kelas skala likert pengukuran persepsi peternak
Rentang Kelas
Kategori m%?lmabna(;::: Pemkot Memperhatikan  Disabilitas perlu Persepsi publik
nyancang Penyandang Disabilitas dilindungi secara keseluruhan
disabilitas
5. Sangat Setuju 642,7-765 642,7-765 856,9-1020 2143-2550
4. Setuju 520,3-642,6 520,3-642,6 693,7-856,8 1735-2142
3. Cukup Setuju 397,9-520,2 397,9-520,2 530,5-693,6 1327-1734
2. Tidak Setuju 275,5-397,8 275,5-397,8 367,3-530,4 919-1326
1. Sangat Tidak Setuju 153-275,4 153-275,4 204-367,2 510-918

C. Hasil dan Pembahasan (Sesuai Tema Ba-
hasan)
1. Hambatan Menyandang Disabilitas
Paradigma publik terhadap penyandang di-
sabilitas membentuk status penyandang disabi-
litas. Ada beberapa paradigma publik terhadap
hal ini, yaitu model biomedis, model sosial, dan
model biopsikososial (Syafi’ie, 2014; Trimaya,
2016). Model biomedis dipengaruhi oleh teori
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Barnes yang menyebutkan bahwa disabilitas
adalah ketidakberuntungan individu karena
kecacatan tersebut merupakan hasil perbuatan
tidak etis/dosa, faboo atau bentuk sebuah ku-
tukan atau hukuman Tuhan. Model ini juga
mencetus paradigma terhadap disabilitas sema-
ta-mata hanya pada persoalan kondisi tubuh ab-
normal karena adanya impairment (kerusakan
atau kelainan).
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Kemudian paradigma biomedis dikritik oleh
model sosial yang menyebutkan bahwa adanya
struktur sosial (lingkungan) pada kenyataannya
telah mencacatkan seseorang karena baik ling-
kungan fisik maupun sosial telah tidak responsif
atau bahkan diskriminatif terhadap penyandang
disabilitas. Cara pandang ini telah melahirkan
marginalisasi, diskriminasi dan kekerasan ter-
hadap mereka.

Selanjutnya, muncul paradigma yang lebih
kontemporer yang melakukan upaya ‘“kom-
promi” antara model sosial dan model biome-
dis yang disebut dengan model biopsikososial.
Model ini merujuk pada adanya faktor impair-
ments yang dialami individu, yang berinter-
aksi dengan adanya hambatan budaya (sikap
masyarakat atau attitudinal barriers) dan ling-
kungan fisik yang membatasi partisipasi penuh
dan setara terhadap kelompok penyandang di-
sabilitas. Untuk melihat persepsi publik ter-

hadap penyandang disabilitas tersebut dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan persepsi publik ter-
hadap penyandang disabilitas di Kota Kupang
lebih dipengaruhi oleh model biopsikososial
dengan jumlah skor 193, diikuti status bio-
medis dengan jumlah skor 173 dan kemudian
model sosial dengan jumlah skor 126. Persepsi
ini menunjukkan bahwa hambatan seseorang
ketika menyandang disabilitas di Kota Kupang
rentan terdiskriminasi, selain dari hambatan
budaya (sikap masyarakat atau attitudinal bar-
riers) juga terjadi di lingkungan fisik sehingga
penyandang disabilitas tidak diterima atau di-
batasi perannya dalam pemenuhan hak seba-
gai warga negara. Pergeseran persepsi publik
terhadap penyandang disabilitas perlu menjadi
perhatian seluruh publik dalam mendukung pe-
menuhan dan jaminan perlindungan terhadap
penyandang disabilitas.

Tabel 2
Persepsi publik terhadap status penyandang disabilitas
No. Indikator Skor Nilai Jumlah Responden Jumlah Skor Persentase
1 Biomedis 5 8 40 23,12
4 15 60 34,68
3 20 60 34,68
2 5 10 5,78
1 3 3 1,73
Jumlah 51 173 100,00
2 Sosial 5 3 15 11,90
4 11 44 34,92
3 5 15 11,90
2 20 40 31,75
1 12 12 9,52
Jumlah 51 126 100,00
3 Biopsikososial 5 19 95 49,22
4 14 56 29,02
3 9 27 13,99
2 6 12 6,22
1 3 3 1,55
Jumlah 51 193 100,00
Total 1+2+3 492 Cukup Setuju

Santoso dan Apsari (2017) menyatakan
bahwa pergeseran paradigma dalam memaknai
disabilitas perlu terus digulirkan seiring dengan
semangat reformasi dan demokratisasi yang

bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak
asasi manusia. Pemenuhan kebijakan dan inten-
sifikasi peran pemerintah dalam memberikan
sosialisasi, pengaturan regulasi, dan pemenuh-
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an pelayanan fasilitas yang ramah disabilitas
disegala bidang mampu mengubah persepsi
publik bahwa setiap warga negara memiliki hak
dan kedudukan yang sama sebagai perwujudan
dari paradigma hak asasi manusia.

Secara umum persepsi publik terhadap
hambatan menyandang disabilitas pada katego-
ri “cukup setuju” dengan skor 492. Kondisi ini
menjelaskan bahwa warga masih menganggap
bahwa seseorang ketika menyandang disabili-
tas sangat rentan terhadap stereotype secara
biomedis, sosial, dan biopsikososial.

2. Pemkot Memperhatikan Penyandang

Disabilitas

Perhatian pemerintah terhadap penyandang
disabilitas dapat diketahui dari indikator penye-
diaan fasilitas, kebijakan dan pelayanan yang
ramah terhadap disabilitas. Fasilitas merupa-
kan upaya dari pemimpin atau penguasa un-
tuk mengapresiasi berbagai perspektif, penda-
pat, atau permasalahan yang dikemukakan oleh
anggota/masyarakatnya. Tujuan dari adanya
fasilitas adalah untuk mendapatkan solusi atas
masalah yang dikemukakan tersebut (Latucon-
sina, 2014; Haryono et al., 2015). Kemudian
pengertian kebijakan menurut James Anderson
adalah perilaku seorang aktor (misalnya se-
orang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu
lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor da-
lam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian
lain kebijakan berasal dari Thomas R. Dye yang
mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun
yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan
dan tidak dilakukan (Subarsono, 2012; Latu-
consina, 2014; Trimaya, 2016). Sedangkan Pe-
layanan publik merupakan rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik (Marwandianto, 2018). Undang-Undang
Dasar 1945, Pasal 28I ayat (4) menyatakan
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wa-
Jjib menyediakan pelayanan publik yang mudah
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diakses oleh penyandang disabilitas sesuai de-
ngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persepsi publik tentang keberpihakan Pemkot
Kupang terhadap penyandang disabilitas dapat
dilihat pada Tabel 2.

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan
bahwa perhatian Pemerintah Kota Kupang ter-
hadap penyandang disabilitas belum maksimal,
dimana persepsi publik secara umum menyata-
kan bahwa “tidak setuju” jika Pemerintah Kota
Kupang telah memperhatikan penyandang di-
sabilitas yang ada di Kota Kupang dalam hal
fasilitas pemerintah yang ramah disabilitas, ke-
bijakan pemerintah yang ramah disabilitas, dan
pelayanan yang ramah disabilitas. Oleh karena
itu, Pemerintah Kota Kupang perlu mengini-
siasi dan merevitalisasi fasilitas-fasilitas publik
yang ada di Kota Kupang agar ramah disabili-
tas. Politik anggaran antara pihak pemerintah
daerah dengan mitranya di DPRD perlu disiner-
gikan agar menghasilkan dukungan perbaikan
fasilitas publik yang ramah terhadap disabilitas.
Selain keberpihakan pemerintah yang ditunjuk-
kan melalui fasilitas publik yang disediakan,
kebijakan non fisik yang diimplementasikan
harus ramah disabilitas, seperti kebijakan pe-
merintah Kota Kupang untuk menyediakan
usaha ekonomi kreatif bagi penyandang disabi-
litas, kebijakan anggaran non fisik seperti pem-
berdayaan penyandang disabilitas disegala sek-
tor. Paradigma personil aparatur pemerintahan
perlu ditingkatkan lagi karena masih mengang-
gap penyandang disabilitas sebagai orang yang
termarginalkan.

Secara umum persepsi publik tentang Pem-
kot memperhatikan penyandang disabilitas di
Kota Kupang mengatakan tidak setuju dengan
jumlah skor 297. Persepsi publik ini dipengaru-
hi karena anggapan bahwa Pemerintah Kota
Kupang belum maksimal dari memberlakukan
fasilitas yang ramah disabilitas, penerapan ke-
bijakan pro disabilitas yang masih lemah dari
pemerintah, dan pelayanan terhadap penyan-
dang disabilitas yang masih bersifat diskrimi-
nasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas seharusnya
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Tabel 2.
Persepsi publik tentang keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas
No. Indikator Skor Nilai Jumlah Responden Jumlah Skor Persentase

1 Fasilitas Pemkot ramah 5 4 20 21,98
disabilitas 4 2 8 8,79
3 3 9 9,89

2 12 24 26,37

1 30 30 32,97

Jumlah 51 91 100,00

2 Kebijakan Pemkot ramah 5 7 35 25,93
disabilitas 4 1 4 2,96

3 13 39 28,89

2 27 54 40,00
1 3 3 2,22

Jumlah 51 135 100,00

3 Pelayanan Pemkot ramah 5 15 21,13
disabilitas 4 1 4 5,63
3 1 3 4,23
2 6 8,45

1 43 43 60,56

Jumlah 51 71 100,00

diimplementasikan secara baik oleh setiap
warga, terutama pemerintah sebagai upaya un-
tuk menunjukkan komitmennya dalam mewu-
judkan penghormatan, perlindungan, dan pe-
menuhan hak penyandang disabilitas yang
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
kenyamanan dan kesejahteraan penyandang
disabilitas. Peran pemerintah, pemerintah dae-
rah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam
implementasi perundang-undangan tersebut.
Perhatian pemerintah Kota Kupang untuk men-
jamin, memenuhi, dan memperhatikan penyan-
dang disabilitas melalui suatu produk peraturan
perundang-undangan perlu dipertimbangkan,
yaitu Perda Tentang Disabilitas. Pemerintah
Kota Kupang sampai saat dilakukan penelitian
ini belum memiliki Perda tentang Disabilitas.

3. Eksistensi Disabilitas perlu dilindungi
Eksistensi merupakan kata yang berasal
dari bahasa latin, yaitu existere yang memiliki
arti: muncul, ada, timbul dan berada, sehingga
pengertian eksistensi adalah apa yang ada, apa
yang memiliki, segala sesuatu yang dialami

dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada, dan
eksistensi adalah kesempurnaan. Eksistensi pe-
nyandang disabilitas di Kota Kupang dapat di-
lihat pada Tabel 3.

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa
persepsi publik terhadap eksistensi penyandang
disabilitas di Kota Kupang perlu dilindungi
karena kepentingan disabilitas sangat urgen,
penyandang disabilitas perlu dikuatkan, dan
penyandang disabilitas perlu dilindungi dengan
jumlah skor nilai 986 (sangat setuju). Persepsi
publik ini merujuk pada pemahaman bahwa ek-
sistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang
masih mengalami diskriminasi. Jamal et al.
(2017) menyatakan bahwa kenyataannya tidak
sedikit para penyandang disabilitas yang mene-
rima perlakukan tidak menyenangkan, stigma
negatif serta sterotip dari orang-orang sekitar.
Dengan demikian kepentingan, penguatan dan
perlindungan pemerintah terhadap penyandang
disabilitas merupakan upaya pemerintah dalam
keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi
penyandang disabilitas di Kota Kupang.
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Tabel 3.
Persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas
No. Indikator Skor Nilai Jumlah Responden Jumlah Skor Persentase
1 Kepentingan disabilitas urgen 5 45 225 90,73
4 5 20 8,06
3 1 3 1,21
2 0 0 0,00
1 0 0 0,00
Jumlah 51 248 100,00
2 Penguatan disabilitas 5 34 170 74,56
4 10 40 17,54
3 5 15 6,58
2 1 2 0,88
1 1 1 0,44
Jumlah 51 228 100,00
3 Perlindungan disabilitas 5 51 255 100,00
4 0 0 0,00
3 0 0 0,00
2 0 0 0,00
1 0 0 0,00
Jumlah 51 255 100,00
4 Kebijakan Pemkot berbasis 5 51 255 100,00
inklusi 4 0 0 0,00
3 0 0 0,00
2 0 0 0,00
1 0 0 0,00
Jumlah 51 255 100,00
Total 1+2+3 986 Sangat Setuju

Santoso dan Apsari (2017) menyatakan bah-
wa pendekatan inklusif digunakan dengan mak-
sud untuk menghadirkan orang-orang dengan
disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat,
sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak
asasi manusia orang dengan disabilitas.

4. Persepsi Publik Terhadap Disabilitas

Indikator mengukur persepsi publik terha-
dap penyandang disabilitas adalah status pe-
nyandang disabilitas, keberpihakan pemerintah
terhadap penyandang disabilitas, dan eksistensi
penyandang disabilitas. Secara umum indikator
tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa
persepsi publik terhadap penyandang disabili-
tas di Kota Kupang pada kategroi “cukup setu-
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ju” jika penyandang disabilitas di Kota Kupang
masih mengalami hambatan sterotipe secara
biomedis, sosial, dan psikososial. Kemudian
publik menganggap bahwa Pemerintah Kota
dalam menyediakan fasilitas, menerbitkan ke-
bijakan, dan melakukan pelayanan ke seseorang
berstatus disabilitas belum ramah disabilitas.
Demikian juga persepsi publik terhadap eksis-
tensi penyandang disabilitas menunjukkan bah-
wa publik “sangat setuju” adanya reformasi dan
revitalisasi perlindungan dan pemenuhan hak-
hak sebagai warga negara terhadap penyandang
disabilitas yang memiliki kedudukan dan har-
kat martabat yang sama dengan siapapun seba-
gai wujud komitmen Pemerintah Kota Kupang
terhadap hak asasi manusia dan sebagai makluk
ciptaan Tuhan.
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Tabel 4.
Persepsi publik terhadap penyandang disabilitas
Variabel Sub variable Nilai Keterangan
Persepsi Hambatan menyandang disabilitas 492 Cukup Setuju
Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas 297 Tidak Setuju
Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi 986 Sangat Setuju
Jumlah 1775 Setuju

Secara umum data pada Tabel 4 di atas
menunjukkan bahwa persepsi publik menyata-
kan setuju bahwa status penyandang disabilitas
masih terdiskriminasi, keberpihakan pemerin-
tah masih rendah terhadap penyandang disabi-
litas, dan eksistensi penyandang disabilitas be-
lum menjadi perhatian pemerintah.

D. Penutup

Kesimpulan: Persepsi publik terhadap pe-
nyandang disabilitas di Kota Kupang masih
menganggap bahwa seseorang yang menyan-
dang disabilitas tentu akan mengalami diskri-
minasi dan sterotipe secara biomedis, sosial,
dan biopsikososial. Kemudian persepsi publik
Kota Kupang bahwa fasilitas, kebijakan dan
pelayanan oleh pemerintah belum berperspektif
ramah disabilitas. Sedangkan persepsi publik
terhadap eksistensi penyandang disabilitas per-
lu lindungi menunjukkan kepentingan disabili-
tas sangat urgen, penguatan disabilitas sangat
penting, perlindungan disabilitas dan kebijakan
yang ramah inklusif sangat diperlukan sebagai
komitmen pemerintah untuk melaksanakan per-
lindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di
Kota Kupang.

Rekomendasi: Peran Pemerintah Kota
Kupang untuk mengevaluasi, memahami, dan
memperhatikan keberpihakan terhadap pe-
nyandang disabilitas dapat dilakukan melalui
pembenahan infrastruktur pelayanan publik
berwawasan disabilitas, namun didahului oleh
peningkatan kapasitas aparatur publik terkait
perspektif terhadap penyandang disabilitas.
Usaha Pemerintah juga perlu ditingkatkan da-
lam perubahan perspektif publik terhadap pe-
nyandang disabilitas sebagai pengakuan akan
hak asasi manusia melalui kegiatan-kegiatan
pertemuan di tingkat warga.
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